
Swasembada pangan di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, dengan harapan
agar negara mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa ketergantungan pada
impor. Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka, menuangkan komitmennya dalam Astacita yang salah satunya adalah
memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Swasembada pangan kembali menjadi salah satu program yang dikedepankan pada
pemerintahan baru ini. Presiden dan para menteri optimis bahwa swasembada pangan dapat
tercapai dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan, meskipun terdapat banyak tantangan
yang harus dihadapi. 

Saat ini, Indonesia masih bergantung pada rantai pasokan global. Sepanjang Januari—Juni 2024,
Indonesia mengimpor 3,05 juta ton beras, 8,44 juta ton gandum, 509,09 ribu ton jagung, dan
1,67 juta ton kedelai. Berbagai tantangan juga masih dihadapi pemerintah, seperti alih fungsi
lahan dan perubahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi pangan. Oleh karena itu,
perencanaan kebijakan yang matang dan sinergi antarkementerian serta lembaga terkait sangat
diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan. 

Pemerintah telah merencanakan berbagai program kebijakan untuk mendukung pencapaian
swasembada pangan, di antaranya dengan melanjutkan program food estate di Papua dan
penambahan lahan panen di luar Pulau Jawa. Kebijakan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, dan singkong. Program food
estate ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintahan sebelumnya, tetapi masih  
menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Kebijakan food estate
dihadapkan pada tantangan aspek lingkungan. Komoditas yang ditanam di lahan-lahan food
estate umumnya adalah yang merupakan sumber bahan pangan pokok seperti padi, cabai,
singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Meskipun beberapa daerah menunjukkan hasil
yang baik, banyak juga yang justru gagal dan berdampak pada kerusakan ekologi. Hal tersebut
dikarenakan beberapa hal, di antaranya ketidaksesuaian antara jenis lahan dengan varietas
yang ditanam, belum meratanya ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia yang
mengelola lahan, serta adanya kekhawatiran bahwa lahan yang digunakan merupakan kawasan
hutan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi. Selain itu, kebijakan food estate juga
menghadapi tantangan dari aspek sosial-ekonomi di kawasan tujuan dan lahan baru di luar
Pulau Jawa. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan, terutama
masyarakat adat di wilayah tersebut. Tantangan lainnya adalah perubahan iklim dan cuaca
ekstrem, seperti fenomena El Nino, yang juga berdampak negatif pada produksi pangan di
Indonesia. Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam produksi beras pada tahun
2024 akibat kekeringan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem sehingga mengancam kecukupan
cadangan beras pemerintah. 20
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Sumber

Cita-cita mencapai swasembada pangan bukanlah perkara mudah untuk dicapai,
terlebih dalam kurun waktu yang cukup singkat. DPR RI melalui Komisi IV dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya perlu melakukan beberapa hal. Pertama,
mendorong pemerintah untuk mengedepankan konsistensi kebijakan, monitoring,
dan evaluasi terhadap kebijakan yang sebelumnya sehingga kebijakan pangan
dapat berkesinambungan dan tidak mengulangi kegagalan atas kebijakan
terdahulu. Kedua, memastikan mitra kerja terkait melakukan sinergi dan kerja sama
dalam menjalankan berbagai program kebijakan yang dicanangkan. Asa
swasembada pangan merupakan kebijakan multisektoral dan dalam hal ini
pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perencanaan kebijakan juga harus
melibatkan masyarakat, khususnya petani. Melalui sinergi tersebut pemerintah
diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak bertentangan, terutama kaitannya
dengan aspek sosial dan ekologis. Melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV
DPR RI perlu memastikan bahwa semua mitra kerja terkait memiliki kecukupan
anggaran untuk melaksanakan berbagai program kerja yang mendorong
pencapaian swasembada pangan. 
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Melihat berbagai tantangan yang ada, Indonesia masih harus melakukan banyak hal guna
mencapai cita-cita swasembada pangan. Langkah pertama adalah mengedepankan kebijakan
intensifikasi lahan melalui penyediaan varietas benih yang lebih baik, lebih tahan terhadap
kondisi ekstrem, tahan hama, dan mampu menghasilkan panen lebih banyak. Selain itu,
pemerintah juga perlu terus memastikan ketersediaan pupuk dan sistem irigasi yang memadai.
Melalui upaya intensifikasi lahan, pemerintah diharapkan mampu menggenjot produktivitas
lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, perlu adanya perencanaan dan
pengkajian yang matang atas kebijakan food estate agar meminimalkan kegagalan dan
kerusakan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan keterlibatan masyarakat dalam
mengelola lahan food estate, termasuk masyarakat adat. Program ini juga perlu memerhatikan
keutuhan kawasan konservasi agar tidak mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.
Ketiga, mendorong diversifikasi pangan mengingat Indonesia kaya akan keragaman sumber
daya pangan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu.
Keempat, meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketersediaan pangan serta
mendorong regenerasi. Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan pemberdayaan petani,
asuransi petani, dan peningkatan kapasitas petani, baik secara individu maupun kelembagaan.
Selain itu, perlu adanya upaya untuk mendukung regenerasi petani. 
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